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PENETAPAN

Nomor 711/Pdt.P/2020/PA.Tgrs
L\ P z
Sl o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

DICKY IRAWAN Bin NASIR TANTERA, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kp. Ciater Barat, RT. 003,
RW. 001, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi  Banten, selanjutnya disebut sebagai

“Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08
Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tigaraksa Nomor 711/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut :
Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Asal-Usul Anak kami
dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa P
Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor
Urusan Agama Setempat;
Bahwa se
Bahwa ar
Bahwa s¢
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Pemohon
Nikah Nomor: 590/40/X/2020 Tertanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa ur
Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan dasar
hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, F

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai
berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:
PRIMAIR:
Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menetapkan anak yang bernama Muhammad Reza Saputra, (L),
Tangerang Selatan, 06 Mei 2014 adalah anak sah dari DICKY IRAWAN Bin
NASIR dengan SINTIA Binti SUBUR MEANG;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang

seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin
melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

B. Saksi:
1. ayah kandung Pemohon |
2. Nasir Tantera bin H. Elih, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ciater Barat, RT. 003, RW. 001,
Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis

hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

ayah kandung P2

Subur Meang bin Meang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Setu, RT. 011, RW. 003, Kelurahan
Situ, Kecamatan Situ, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;,
sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu
disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada
intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa
perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar
Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon
dengan , masing-masing bernama
...................................... , karena kedua orang anak tersebut belum dewasa dan
belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon
adalahuntuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual harta
peninggalan ........c.ccccoceiieiiiiiiieeeeens yang memerlukan persetujuan dari anak
tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6,
dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa
Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa
fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di
wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon

secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan
Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan ..........cccccccccviiiiieeennnennn. sebagai
pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat
Kematian, maka terbukti =+ ,terbukti bahwa
...................................... telah meninggal dunia pada hari .................;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa Fotokopi
Akta Kelahiran, atas nama ...........cccccceveeiieiiiiiiineennns , maka terbukti bahwa
...................................... , adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari
Pemohon dengan ...............oooeeeccvivivinnennn, :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah
bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa
yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka
kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksitersebut telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalii permohonan Pemohon
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis
telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon
adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak
cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali
yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama
...................................... ,yang merupakan anak kandung dari pasangansuami
istri dari Pemohon dengan ...........ccccccoeiiviiiiiiiinnnnns yang masih di bawah
umuruntuk  mengurus harta peninggalan ..., atas
anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan
dengan kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum
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Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;
Menetapkan anak bernama ...........cccccovcveeriiieeiiee i ;
Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tigat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16
Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442
Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tigaraksa yang terdiri dari Rahmat sebagai Ketua Majelis serta Akhmadi dan
#0014+# sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim
anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai
panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Rahmat
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Akhmadi Shobirin Mahfudz

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.
Perincian biaya :

e Pendaftaran : Rp 30.000,00
o ATK Perkara :Rp 75.000,00
e Panggilan :Rp 300.000,00
¢ PNBP Panggilan :Rp ,00

e Redaksi : Rp 10.000,00
e Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
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